LAPORAN SINGKAT
KOMISI | DPR RI

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN

INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI

NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM

LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang : 2010-2011

Masa Persidangan : llI

Rapat Ke :

Jenis Rapat . Raker Komisi | DPR RI dengan Kemlu, Kemkeu, dan Bappenas

Sifat Rapat . Terbuka

Hari/Tanggal . Senin, 14 Maret 2011

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Gedung Nusantara Il Lt. 1 DPR RI

Ketua Rapat . Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi | DPR RI

Sekretaris Rapat . Suprihartini, S.IP., Kabagset Komisi | DPR RI

Acara : Pengelolaan aset-aset RI di luar negeri termasuk kantor perwakilan
dan Wisma Duta

Hadir . ... orang dari 50 orang Anggota Komisi | DPR RI

Wamenlu RI, Wamenkeu RI, Deputi Bidang Polkam Bappenas
beserta jajaran

. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi | DPR RI dengan Kemlu, Kemkeu, dan Bappenas pada hari
Senin, tanggal 14 Maret 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di
atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi | DPR RI, Drs. Agus Gumiwang
Kartasasmita, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi | DPR RI telah menerima pemaparan dari pemerintah, dalam hal ini
disampaikan oleh Kemlu, Kemkeu, dan Bappenas tentang pengelolaan aset-aset
Rl di luar negeri, termasuk Kantor Perwakilan dan Wisma Duta. Berkaitan
dengan pemaparan tersebut, Komisi | DPR RI mendukung upaya percepatan
realisasi pengadaan aset-aset Rl di luar negeri termasuk Kantor Perwakilan dan
Wisma Duta.

2. Komisi | DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan aturan yang
dapat meningkatkan kinerja penyerapan anggaran Kementerian Luar Negeri,
sebagai Kementerian yang memiliki kondisi kekhususan yang berbeda dengan



kementerian lainnya, sehingga percepatan pengadaan Kantor Perwakilan dan
Wisma Duta di luar negeri dapat segera direalisasikan.

3. Sehubungan dengan penghapusan aset Barang Milik Negara pada Perwakilan
RI di luar negeri, Komisi | DPR RI mendesak pemerintah untuk segera
melakukan penuntasan pembahasan masalah pengaturan pendelegasian
kewenangan penghapusan Barang Milik Negara.

4. Komisi | DPR RI mendesak Pemerintah untuk membahas secara lebih rinci
roadmap pengadaan aset Barang Milik Negara di luar negeri.

. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Jakarta, 14 Maret 2011
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DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA
A-207




